SALINAN

BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 84 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 70 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN

Menimbang

Mengingat

DAERAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas dan

1.

akuntabilitas pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Masyarakat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga dapat
memberikan kemannfaatan bagi masyarakat yang berhak
sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Kendal Nomor : 441.9.3/8738/Dinkes tanggal 3 Desember
2020 Perihal Perubahan Peraturan Bupati Kendal Nomor 70
Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal, maka Peraturan
Bupati Kendal Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal
dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang
sehingga perlu diadakan perubahan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 70
Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran 2 Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor
12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3079);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5746);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 82
Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
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Menetapkan

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentan Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 1029);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2013
tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan
Pengemis di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 16 Seri E No. 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten kendal Nomor
125);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten kendal Nomor
157);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 158) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor
3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 200);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 70 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2020 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 70 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN
KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KENDAL.

Pasall

Ketentuan ayat (2) Pasal 14 Peraturan Bupati Kendal Nomor
70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 70) diubah sehingga
Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :
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Pasal 14

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
peserta yang telah didaftarkan pada BPJS Kesehatan
dengan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dialihkan menjadi peserta Jamkesda.

(2) Peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI KENDAL,

cap ttd

MIRNA ANNISA
Diundangkan di Kendal Sahnansesual dengan aslinya,
Pada tanggal 7 Desember 2020 ©~ KEPALA'BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DAERAH E SETDA. KABUPA:EN KENDAL,
KABUPATEN KENDAL, < /\ j\ M

cap ttd : NUR'E D, S.H., M.H.
MOH. TOHA Pembina Tk I

NIP:-19700215 199003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 84
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